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KERANGKA DAN TATA KELOLA OMBUDSMAN RI

KERANGKA REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN RI

Manajemen Perubahan

Perubahan pola pikir untuk melayani

Peningkatan kinerja At UL
masyarakat melalui nilai-nilai “SOLUSI”

Ombudsman RI dalam
upaya pencegahan
maladministrasi
EIET]
penyelenggaraan
pelayanan publik

Penataan dan Penguatan Organisasi

Menciptakan organisasi Tepat Fungsi,
Tepat Ukuran, dan Tepat Guna

Sumber

Sistem Manajemen
Manusia

Daya

Pengembagan Sumber Daya Manusia
dengan pelatihan struktural,
fungsional, dan tematik

Memperkuat
kelembagaan
Ombudsman RI dan
meningkatkan partisipasi
masyarakat

Penguatan peran pengawasan dengan
peningkatan eselonering dan
peningkatan kapasitas APIP

NTANGAN » SASARAN AREA PERUBAHAN - TATA » PENCAPAIAN

Penguatan Pengawasan ™

KELOLA

Penataan Peraturan Perundang-

Undangan

Sinkronisasi dan harmonisasi

Peraturan Perundang-Undangan di TIM REFORMASI BIRGKRAS

Ombudsman RI BIROKRASI YANG AKUNTABEL

v

| | |
4 -
Penataan Tatalaksana @ @
Penguatan proses bisnis dan standar ~‘
operasional prosedur sebagai dasar BIROKRASI

pengembangan E-government EFEKTIF DAN EFISIEN

e

PELAYANAN PUBLIK

\ BERKUALITAS

\ QUICK WINS :

r

AGEN PERUBAHAN
B E—

Penguatan Akuntabilitas

Kinerja individu terukur dan akuntabel
melalui E-kinerja

Peningkatan Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik

melalui
informasi

pemanfaatan teknologi

TIM ASESSOR

-~ J

TATA KELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

HASIL PENILAIAN
MANDIRI
PELAKSANAAN
REFORMASI

BIROKRASI

Penilaian atas reformasi birokrasi
Ombudsman Rl dikoordinasikan oleh
Inspektur

Proses assessment melibatkan panel
Tim Asessor yang beranggotakan
seluruh perwakilan unit kerja

( Tim Pengarah memberikan \
arahan dan mengawasi
pelaksanaan reformasi birokrasi
Ombudsman RI

+ Tim Pelaksana dan kelompok
kerja reformasi birokrasi
melaksanakan agenda reformasi
birokrasi sesuai Road Map dan
arahan Tim Pengarah

+ Penyusunan, penyelarasan dan

\ pengintegrasian kebijakan

reformasi birokrasi&

KEBIJAKAN TIM RB OMBUDSMAN RI

IMPLEMENTASI
SELURUH UNIT

« Nilai reformasi
birokrasi dari Asessor

» Menciptakan birokrasi

yang efektif dan efisien

SELFASSESSMENT
INSPEKTORAT

+ Proses implementasi reformasi birokrasi
melibatkan seluruh unit kerja dan Pimpinan
Ombudsman RI

» Anggota Tim Reformasi Birokrasi, Agen

Perubahan, dan Ro/e Model menjadi

penggerak reformasi birokrasi

TIM EVALUATOR DARI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
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-~ CAPAIAN PER AREA PERUBAHAN

CAPAIAN - MANAJEMEN PERUBAHAN

RENCANA KERJA

MANA JEMEN PERUBAHAN

SASARAN STRATEGIS:
Terjadinya perubahan pola pikir melayani masyarakat secara bertahap melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja “SOLUSI” (Sopan,

Lugas, dan Sigap).

Aktivitas Utama

' Melakukan reviu road map —

reformasi birokrasi dan 01 Penyusunan dan sosialisasi
sosialisasi kepada seluruh | ° rencana kerja
pegawai

Melakukan sosialisasi dan
internalisasi perubahan
pola pikir melayani
masyarakat secara bertahap

| Penunjukan Assesorl

ol ilai-nilai
et ot | [ Vielakukan upaya | [Pembangunar
o L dansi percepatan pelaksanaan agen
opan, Lugas, dan >igap reformasi birokrasi perubahan
secara menyeluruh

2 ) TIMELINE

MANAJEMEN PERUBAHAN

NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT WAKTU PENYELESAIAN

1. Reviu road map 2015-2019
dan Rekomendasi
perumusan quick wins

2. Penetapan quick wins

1 Reviu road map Februari - Juni

1. Sosialisasi nilai-nilai SOLUSI

2 Nilai-nilai budaya unggul SOLUSI (Sopan, Lugas, Sigap) 2. Knowledge sharing

Februari - Juni

Surat Edaran tentang
3 Pelaksanaan reformasi birokrasi di Perwakilan Pelaksanaan reformasi Februari - Juni
birokrasi di Perwakilan

4 Agen perubahan reformasi birokrasi Penetapan agen perubahan Februari - Juni

Penetapan Asessor dan
5 Penunjukan Asessor keikutsertaan Asessor dalam Februari - Juni
reformasi birokrasi

1. Inventarisasi rencana kerja
masing-masing kelompok
kerja

2. Sosialisasi rencana kerja

6 Rencana kerja Februari - Juni

3 | Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019
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TIM REFORMASI

BIROKRASI

Tim Reformasi
Birokrasi telah

dibentuk dengan
Keputusan Ketua
Ombudsman RI
No. 179 Tahun 2019

SOSIALISASI DAN
INTERNALISASI
PROGRAM REFORMASI
BIROKRASI
+ Sosialisasi dan
internalisasi nilai-nilai
budaya kerja “SOLUSI”
* Knowledge sharing nilai-
nilai budaya kerja
“SOLUSI”

AGEN PERUBAHAN

(AGENT OF
CHANGE)

Telah dibentuk

dengan Keputusan

Sekretaris Jenderal
No. 78 Tahun 2019

PERUBAHAN

MONITORING DAN

EVALUASI
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI

+ Telah dilakukan
rapat monitoring
dan evaluasi
secara berkala di
semua area
perubahan

+ Dilakukan
monitoring via
whatsapp grup
Insan
Ombudsman RI
secara berkala.

@ 137

CAPAIAN - MANAJEMEN

BENCHMARKING

Telah dilakukan
benchmarking
penilaian mandiri
pelaksanaan
reformasi birokrasi ke

PENETAPAN
QUICK WINS
BARU

Ditetapkan quick
wins baru sebagai
tindak lanjut hasil
reviu Road Map
2015-2019 dengan
Keputusan
Sekretaris Jenderal
No. 64 Tahun 2019

-@ ° Lembaga
Administrasi
Negara

» Mahkamah
Konstitusi

ROAD MAP

Sosialisasi Road Map reformasi
birokrasi Ombudsman Rl 2015-2019
yang mencangkup quick wins,
disosialisasikan pada 19 Mei 2016
Reviu Road Map reformasi birokrasi
Ombudsman RI 2015-2019
diselesaikan pada bulan Juni 2019.
Hasil reviu disosialisasikan:

» tanggal 2 Agustus 2019

> tanggal 9 Agustus 2019

Road Map reformasi birokrasi 2015-
2019 dan hasil reviu telah
dipublikasikan melalui e-mail
internal Ombudsman RI

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN RI

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E.

Ketua Ombudsman RI Wakil Ketua Ombudsman RI

Pengarah

Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.
Anggota Ombudsman RI

Penanggung Jawab

Pengarah

Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, A.P., M.Si.
Sekretaris Jenderal

Ketua Tim

Triyoga M. Habibi, S.H.
Asisten Madya

Sekretaris Tim
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TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN RI

KELOMPOK KERJA - MANAJEMEN PERUBAHAN

SUSUNAN TIM JABATAN / UNIT KERJA
Ketua Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hartoyo
Wakil Ketua Herru Kriswahyu Asisten Utama
Ani Samudra Wulan Asisten Madya
Tumpal Simanjuntak Asisten Muda
Saputra Malik Asisten Pratama
Olvi Lusianti Dewi Asisten Pratama
Kuncoro Harimurti Kepala Bagian Fasilitasi Keuangan Perwakilan
Anggota Fitri Afiani Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah II
Tri Astanto Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
Adrianus Herwasto Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Junika Pretty Resistina Rajagukguk Kepala Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Ardiansyah Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

KELOMPOK KERJA - PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUSUNAN TIM NAMA JABATAN / UNIT KERJA
Ketua Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
Dwi Ciptaningsih
Wakil Ketua Siti Uswatun Hasanah Asisten Muda
Nyoto Budianto Asisten Muda
Yustus Yoseph Martubongs Asisten Muda
Aat Sugihartati Asisten Pratama
Dessy Ratnasari Asisten Pratama
Muhammad Komarudin Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Ajudikasi
£0EE0ta Rajasa Dravida Kepala Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi
Evi Dwi Handayani Kepala Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
lka Ratna Widiastuti Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
Artati Subagio Kepala Subbagian Dokumentasi dan Diseminasi Hukum
Marsya Putri Nastiti Auditor Pelaksana

5 | Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019
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KELOMPOK KERJA - PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

SUSUNAN TIM JABATAN / UNIT KERJA
Ketua Kepala Bagian Kerja Sama
Gunawan Irwin Siallagan

Wakil Ketua Irsan Hidayat Asisten Pratama

Ahmad Sobirin Asisten Pratama

James Marihot Panggabean Asisten Pratama

Rudi Kurniawan Asisten Pratama

Rezky Septianto Asisten Pratama

Yuni Susita Dewi Kepala Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi
Anggota Muhammad Yudi Pamungkas Kepala Subbagian Kelembagaan

Lutfi Gandi Sandhika Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Aset

Nurma Wijareni Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran

Anita Widyaning Putri Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga

Angga Setiadi Auditor Pelaksana

KELOMPOK KERJA - PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA

SUSUNAN TIM JABATAN / UNIT KERJA
Ketua Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
Wanton Sidauruk
Wakil Ketua Patnuaji Agus Indrato Asisten Utama
Ahmad Fauzi Asisten Pratama
Syahroni Asisten Pratama
Mianda Juwita Wardani Asisten Pratama
Nadia Dewangga Asisten Pratama
Anggota Heru Tjahjono Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Maruli Arijaya Junior Gregorius  Kepala Bagian Data dan Layanan Kepustakaan
Leni Milana Kepala Bagian Teknologi Informasi
Firman Yudi Putra Kepala Subbagian Pengembangan Aplikasi
Dodi Sutejo Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan
Rinny Dharma Diani Kepala Subbagian Tata Laksana

Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019
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KELOMPOK KERJA - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

SUSUNAN TIM NAMA JABATAN / UNIT KERJA
Ketua Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Johar Walesman Marpaung
Wakil Ketua Zainal Mutaqin Asisten Pratama
Achmad Syarkowi Jazuli Asisten Pratama
Maulana Putra Asisten Pratama
Chasidin Asisten Pratama
Dhurandra Tri Widigda Asisten Pratama
Christo Victor Nixon Toar Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol
Anggota Danny Primawan Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
Zaily Oktosab Fitri Abidin Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dicky Yosepial Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan
Nur Muin Susanto Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian
Virgian Adi Saputra Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin Pegawai

KELOMPOK KERJA - PENGUATAN PENGAWASAN

Ida Bagus Rai Girinda
Eka Rahmawati Syafa'ah
Stefanus Lugas Praswoto
Ahmad Ridwansyah

Irma Nurjannah

SUSUNAN TIM JABATAN / UNIT KERJA
Ketua Inspektur
Marsetiono
Wakil Ketua Elisa Luhulima Asisten Madya
Muhson Andika Jaya Asisten Pratama
Fika Taufiqurrahman Asisten Pratama
Subandi Asisten Pratama
Yulie Prihatini Indri Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
Mohammad Bahrunsyah Lamatenggo Auditor Muda
Anggota

Auditor Pertama

Auditor Pertama

Kepala Subbagian Keamanan Informasi dan Jaringan
Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelola Administrasi Pemerintahan

7 |
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KELOMPOK KERJA - PENGUATAN AKUNTABILITAS

SUSUNAN TIM

JABATAN / UNIT KERJA

Ketua

Dominikus Dalu

Wakil Ketua Royana Monoarfa

Siska Widyawati

Ratna Sari Dewi

Nugroho Eko Martono

Noerman Adi Santoso
Anggota Indahwati

M. Yusuf Nugroho

Tri Yulianto

Stefianus Ingkiriwang

Muhammad Pulung Aji Sukmo

Asisten Utama

Kepala Bagian Perencanaan

Asisten Madya

Asisten Muda

Asisten Muda

Kepala Bagian Keuangan Pusat

Kepala Bagian Akuntansi Dan Pelaporan

Kepala Subbagian Perbendaharaan

Kepala Subbagian Verifikasi

Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga
Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran Wilayah |

KELOMPOK KERJA - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SUSUNAN TIM JABATAN / UNIT KERJA
Ketua Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis
Amran

Wakil Ketua Awidya Mahadewi Asisten Utama
Hasymi Muhammad Asisten Madya
Diah Suryaningrum Asisten Muda
Santi Wijayanti Asisten Pratama
Pepi Pitria Asisten Pratama

Anggota Sintha Cattelya Kepala Bagian Fasilitasi Pengelolaan dan Dokumentasi Laporan Masyarakat
Eko Riswanto Kepala Bagian Fasilitasi Pemeriksaan Khusus dan Kajian
Heru Purwadi Kepala Bagian Fasilitasi Pengendalian Mutu
Fuad Mushofa Kepala Subbagian Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat
Maharandy Fadlan Monoarfa Kepala Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi

Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019
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DATA DUKUNG

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2019
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRAST
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Rapat Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Benchmarking ot s (B I

5. perlu menetapian Keputusan

Mahkamah Konstitusi Pelaksanaan PMPRB u om g T R S

| =m i

- —Eyi’

Benchmarking Penetapan Tim Reformasi Birokrasi
Lembaga Administrasi Negara
Pelaksanaan PMPRB

Rapat Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

R
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REFUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 206

PEMBANGUNAN AGEN PERUBARAN REFORMAS) BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMEUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

SEKRETARIS JENDERAL OMBLOSMAN REPUBLIK INDORESIA

T ———————— -
rudeeman Raput Indcresia peiumerbangun agan perbatan Indahwati
o Sawa berdasanian patimbengen sebacemans drakai dsam
PAZ & paks manetagkan Keguhamn Sekriats Jendere Agen Perubahan
rbatamen tevang Pemcangunen Agen Feribatan Ratamasl
Slesar Subesiar Jendars Oncasiumar ek dnsse Tahom
brios
Wengngst - 1. Undang-Unden Namer 37 Ten 2008 ity O
Ropuik Incness (Lammren Negirs Repbl Incknens Tarn
2008 Nomor 136, Tamiahan Lambaran Nagers Raputih Indorasia
Nomer 40661
Undang Lindang Nomor 5 Tahun 2014 fenang Aparsiur Sipk Nogars s
(Lomharan Nagars Reoubik incinese Tamn 20°4_ Nemor &, Sosialisasi Road Map
Tt Lumbarr Negare Reputéh esrweinHomce 3404 e .
Peratiran Prosiden Nomor 70 Tehun 2060 tartany Seuviatel Reformasi Birokrasi 2015-2019

dengen Pecatiran Presien Nomor 108 Tarum 2017 tentang = = pada Tahun 6

Parvoshan sias Peratran Prescen Nomor 20 Tarwn 2009 rtarg

Selrutariat Junceenl Ombucaman Repubik indonesie. (Laribarn

Negara Rapucli rdanewa Tahun 017 Nomar 247)

Paraturan Preakden Nemor 81 Tahun 2010 tereang Gran! Design

Rdormasi Beokrasi 2010-2025

£ Paraturan Marnl Pardayagunsan Aparst.r Nogera den Refonrasl
Brokrasi Nomor 27 Tanun 2014 tentang Pedoman Pambargnan

Agen Peniahen Di Wstsnei Pemeriniah (Berta Negara Repubik
Indones® Tabun 2014 Nomor 1455)
& Paraturan Sekiecaris Sondorsl Ombudaman Nomor | Tahun 2018
tectang Susunan Organisasi dan Tata Kera Sekretanat Jenderal
Ombueman Rep.tii Injoness.
MEMUTUSKAN
Menetapkan  KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDGMAN TENTANG
PEMBANGUNAN AGEN PERUBAMAN REFORMAS| BIROKRASI
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015,

Sosialisasi Road Map

Penetapan Agen Perubahan formasi Birokrasi 2015-2019
pada Tahun 2016

9 | Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019
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ROAD MAP - . 2
REVIU REFORMASI BIROKRASI _ ;
Tahun 2015-2019 3

Pembahasan Reviu Road Map Sosialisasi Reviu Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019 Reformasi Birokrasi 2015-2019

Reviu Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019

Arahan Ketua Ombudsman RI pada CPNS 2019 Pembekalan CPNS 2019 tentang Ombudsman RI

Yel-Yel Budaya Kerja "SOLUSI" Sebagai ciri khas, SN S == N

Penyemangat dan Kebersamaan yang Apel Rutin Kesiapan Peningkatan Budaya Kerja PRIMA dan SOLUSI
Terungkap dalam Kata dan Gerak

Sosialss dan Knowiedge
Sharing Nifa-Ailai Budzya Unggul /
/S0UUSI 50pen Wgas Sigapl” ‘!

Lo

Apel Sore Arahan Sekretaris Jenderal i i
Sharing Knowledge Budaya SOLUSI P ) sl S

10 | Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman RI 2019
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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONES(A|
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN REFORMAS! BIROKRASI,
PENYUSUNAN_PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL
'PROSEDUR DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | a bahwa penataan ketatalsksansan merupekan
salah saty area perubahan dalam  reformasi
birokrasi untuk  mewujudken  Ombudsman
Republik Indonesia yang tepat fungsi, tepat ukuran
dan tepat proses;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam hural a Ketua Ombudsman
Republik ndonesia perlu menctapkan Instruksi

Kews temtang Perccpatan  Penyelenggaraan
Reformasi Birokrasi, Penyusunan  Peta Proses
Bisnis dan Swnder Operasional Prosedur di
Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Mengingat I Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparaur
Negars Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Negara Dan Relormasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomer 19 Tahun 2018 Tentang

Penyusunan  Peia  Proses  Bisnis Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahiun 2018 Nomor 411);

Percepatan Penyelenggaraan
Reformasi Birokrasi

QMEDeMAN

Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Ombudsman
Republik Indonesia

. REPUBLIK INDONESIA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomer  p/ui-oh /e 3 aum 200
Hat Fonnghatan Retcrmas Brckrass

Ormiasgeman Keptin Indonesa

i Y
Para Kepaia Perwakian Omeudsman Repubi mganesa

Tempat

e perubstn

s e P e
Sosialisasi Percepatan Penyelenggaraan » Kapeie Perwaian mendorong peaksanea rekormms: bechss e {dlapan

Reformasi Birokrasi

et ——

Porataan dar Pengustan Orgarsas

Merryarmpaikan ha| evakiasi kosesusian siuklul Porwsidan dengan kinera
jag akan dinawsan

4 Pevatoan Tata Labsana

s dan SOP.
Pt (D) yang wissh dasiaphan oleh Kepain

et pets proses birin dan SOP (jha ade)

Peningkatan Reformasi Birokrasi
di Perwakilan Ombudsman RI

Sosialisasi PMPRB 2.5 dengan Narasumber
dari KemenPANRB

Jestamt, oot e Yo, o

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBLDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B4 TAHUN 2018

NS

TENTANG (@
QUICK WIN REFORMAS! BIROKRAS! OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA é\, - )
TAHUN 2019

'SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESUA,

-
e
e e e pEEET )
e S ki ket g
D omes g i bl e A y \

b batwa berdasarkan  perimbangan  sebagammans

e St 4
C

Reformasi Birokzasi Ombuduman Republic Indonesia

Tatum 2019,

Unsang- Nomor 37 Tahm 2008 lentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lombaran Negara

Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4899)

2. Undong-Undang Nomas § Tahun 2014 tentang Agaratur
Spi Negara (Lembaran Negara Repubik Indonasia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

i e s S48 s ) =
3. Poraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentan, A / ., \
e cneirr Rapih.
porcerindigriwgh ) o
pre il gy g i
1 Prewsn. Nomor 20 Ton. 200 g z
v digrormly eyl i 2
(ombaran Negars. Rapubsh wdonesm Tabum 2017 £ B eanins et
Nemorzey Z N e )
4 Peratan Proidn Romor 81 Taun 2010 i O T — L] T
e Ao Bchr 20102025 = ; | s
5. Panein Sakiwd Jerdot O Ve 1 T
iy ooy Lisrsend \smmmesmarnn,
A et rapots ionsae o N
b e e 3

o o s

wrrrenr

«

Monitoring Pengumpulan Data Dukung PMPRB

melalui Whatsapp Grup Koordinasi
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» | CAPAIAN - PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RENCANA KERJA

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan

Aktivitas Utama

Penetapan peraturan
perundang-undangan di
lingkungan Ombudsman RI

Evaluasi peraturan perundang-
undangan di lingkungan
Ombudsman RI

Penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan di lingkungan
Ombudsman RI

"2 TIMELINE

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT WAKTU PENYELESAIAN

Laporan hasil evaluasi
perundang-undangan di Desember 2019
lingkungan Ombudsman RI

Evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan
Ombudsman RI

Rancangan peraturan
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

2 s perundang-undangan di Desember 2019
di lingkungan Ombudsman RI lingkungan Ombudsman R
: Peraturan perundang-
3 Penetapan peraturan perundang-undangan di undangan di lingkungan Desember 2019

lingkungan Ombudsman Rl Ombudsman RI

12 | Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman RI 2019



REPUBLIK INDONESIA

@ www.ombudsman.go.id

’ @ombudsmanRI137 @ombudsmanRI137 @ 137 OMBUDSMAN

URAIAN CAPAIAN

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi,
naskah kajian dan paraf koordinasi yang telah terimplementasi di lingkungan Ombudsman RI.

Harmonisasi melalui indentifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan di lingkungan
Ombudsman RI.

PENYELARASAAN PERATURAN

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan
terhadap seluruh peraturan pada Ombudsman RI

PERATURAN BARU OMBUDSMAN RI
1 | Ditetapkan 1
2 [ Selesai harmonisasi 1
3 | Proses pengajuan
Total 15
REVISI PERATURAN OMBUDSMAN RI
1 | Revisi ditetapkan 3
2 | Revisi selesai harmonisasi -
3 | Proses pengajuan 1
Total 4
[ PENCABUTANPERATURANOMBUDSMANRI |
1 Ditetapkan 3
Proses tanda tangan Ketua Ombudsman RI -
Proses pengajuan 1
4

Total

DATA DUKUNG

EMBUDSMAN

Laporan Harmonisasi

Laporan Sistem Pengendalian
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan

. A—
T S S —
i
. s
2 s
P . RN o
- P
| g b
P s S e

Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekr
Jenderal - Ombudsman  Republik Indonesia ten
Pedoman Penyusunan dan Tata Cam Perancangan

Peraturan  Perundang-undangan  di  Ungkungan
Ombudaman Repubisi indonesia;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembarkn Negara
‘Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan =
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

2. UndangUndang Nomor 12 Tuhun 2011 tentang
Pombentuksn  Pemturan  Perundangundangan

b e opass o o 307
" : e 3 Sednian e g, BAOR BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISAS| s T e £ i 0 i OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
e Pnianas. ey iens. N 24

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Perundang undangan [Lerburan  Negara
Indonesia Takun 2014 Nomor 199);

Laporan Harmonisasi Perundang-

Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian
undangan

Peraturan Perundang-undangan

Pedoman Penyusunan Perundang-undangan

di Lingkungan Ombudsman RI
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MR BN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN PERATURAX OMBUDSMAN TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL

PENGANTAR

I Tujoan Pesyususan

Pelaksanaan Uji Publik
Rancangan Peraturan Ombudsman RI

wian Presiden Nomor 16 Tabus 2015 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

SR

Jrar— [ e v
Rancangan Persturan Ormbadsamasn i mengatir mengensi pencaixitan l
dan ketdakberlakusnnya agi Peraturen Ombdsran Nomor 6 Tahun e o T w1y

2010 tentang Unit Layanan Pengadaan di Linglungan Ombudsman [
Republiic Indonesia

| Diandainng] Ve

e |

IV. Pokok Pikiras, Objek, dan Materi Muatan yang Akas Distur

Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |

| Ketus Ombudsman Repobik Indoncsin

Naskah Kajian Rancangan

Paraf Koordinasi Rancangan

Peraturan Ombudsman RI Peraturan Ombudsman RI

A

Pelaksanaan Uji Publik
gan Peraturan Ombudsman RI

omsunsman (&l

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Ombudsman RI

[——

-« Berdasarkan Tipe Dokumen

- Berdasarkan Jenis Dekumen

. Berdacarkan Nams Bengarang

Berdasarkan omor

Tampilan Depan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Ombudsman RI S

Berdasarkan stz

Tampilan Hasil Pencarian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Ombudsman RI
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.. CAPAIAN - PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

RENCANA KERJA

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya organisasi Ombudsman Rl yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat guna

Aktivitas Utama

Tindak lanjut penetapan
Perpres No. 108 Tahun 2017
tentang  Perubahan  atas Audit Organisasi
Perpres No. 20 Tahun 2009 Ombudsman RI

tentang Sekretariat Jenderal
Ombudsman RI

Evaluasi kelembagaan
Sekretariat  Jenderal
Ombudsman RI

"2 TIMELINE

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT WAKTU PENYELESAIAN
Penetapan Peraturan Sekretaris
Tindak lanjut penetapan Peraturan Presiden No. 108 Tahun | Jenderal tentang Struktur
1 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 20 | Organisasi dan Tata Kerja di | Januari-Juni2019
Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman RI

2 Evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Laporan hasil evaluasi Juli - Agustus 2019

3 Audit organisasi Ombudsman RI Laporan hasil audit April - September 2019
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+ Pada tahun 2018 telah dilakukan koordinasi dengan + Telah dilakukan audit organisasi bekerja
KemenPANRB terkait proses penyusunan Peraturan sama dengan Lembaga Administrasi
Sekretaris Jenderal pasca ditetapkannya Peraturan Negara (LAN) dan Knowledge Sector
Presiden No. 108 Tahun 2017 tentang perubahan atas Initiative (KSI)

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. + Telah dilakukan knowledge sharing
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

+ Pada bulan Oktober Tahun 2018 ditetapkan Peraturan (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2018 tentang dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Ombudsman Republik Indonesia + Telah dilakukan sosialisasi PermenPANRB

No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman

+ Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pelantikan para Evaluasi Kelembagaan Instansi
pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Pemerintah
Ombudsman Rl dengan penyesuaian nomenklatur
berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 + Telah dilakukan evaluasi kelembagaan
Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata pada level eselon Il dan pada eselon |
Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia

DATA DUKUNG

OMBUDSMAN

Laporan Pelaksanaan Audit
Organisasi di Lingkungan
Ombudsman

Pelaksanaan FGD Audit Organisasi
Perwakilan Ombudsman Banten

Disusun Oleh:
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Pelaksanaan Audit Organisasi
oleh Lembaga Administasi Negara

Pelaksanaan FGD Audit Organisasi Keasistenan Pelaksanaan Wawancara Pimpinan
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Laporan Evaluasi Kelembagaan
Sekretariat Jenderal

endampingan Pengisian Kertas Kerja
Evaluasi Kelembagaan

. : Biro Perencanaan dan Keuangan
Rapat Persiapan Evaluasi Kelembagaan

BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Evaluasi Kelembagaan

Sekretariat Jenderal y

ampingan Pengisian Kertas Kerja
Evaluasi Kelembagaan

Sosialisasi PermenPANRB tentang Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis

Evaluasi Kelembagaan

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JENDERAL REPUBLIK
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

&‘l & DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
v SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden

[_t‘ F Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubshan atas

3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Sekretariat Jenderal Ombudsman lik Indonesia, /i i

/ e Oothsiown il Inikosan, Know/e_dge_SharmgB_udaya Kerja, Stry ktyr
Ombudsman tentang Susunan Organisasi dan Tata Organisasi, Tata Kerja, dan Proses Bisnis

Kerfa Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama by

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesia
Nomor 4899);

2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik [ndonesia
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atss
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Selretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
247);

o

$ Menteri Aparatur Negara
dan Reformesi Birokrasi Nomor B/729/M.KT.01/2018,
tanggal 15 Oktober 2018
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA.

Narasumber (ki-ka) dari KPK, LAN, dan BPK

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas Sekretariat Jenderal
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| CAPAIAN - PENATAAN TATA LAKSANA

RENCANA KERJA

PENATAAN TATA LAKSANA

Sasaran Strategis:

1.

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola administrasi kearsipan dan mekanisme kerja

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

2. Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk peningkatan kualitas pelayanan
3. Meningkatnya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik

Aktivitas Utama

Penyusunan kebijakan yang
mengatur mekanisme kerja
dan tata kelola administrasi
kearsipan

Penerapan kebijakan mekanisme
kerja dan tata kelola administrasi
kearsipan sesuai dengan
perkembangan teknologi dan
penyesuaian kebijakan pemerintah

") TIMELINE

Penerapan kebijakan
keterbukaan informasi publik
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik

Penerapan

Sistem
Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai
quick wins dalam upaya percepatan
pelaksanaan reformasi birokrasi

Pemerintah

PENATAAN TATA LAKSANA

NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT WAKTU PENYELESAIAN
” s ; Peraturan Sekretaris Jenderal ORI :
1 Penyusunan kebijakan yang mengatur mekanisme kerja tentang peta proses bisnis dan SOP Januari - September 2019
Penerapan kebijakan mekanisme kerja dan tata kelola ; ::bllj: nk1aerr11ttae;tlfgget?(f:s?gli:zihagls?as
2 administrasi kearsipan sesuai dengan perkembangan 3‘ Implementasi iadwal retensi arsi p Januari - September 2019
teknologi dan penyesuaian kebijakan pemerintah 4' PerF:lbentukanJunit kearsipan p
Penyusunan Aplikasi:
1. SIKD
P . . . . 2.]DIH
enerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 3. AoRA Januari - September 2019
3 sebagai quick wins dalam upaya percepatan pelaksanaan 4' ASCal p
reformasi birokrasi 5' Pusdatin
6. ASPAL
7.ASIK
4 Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik untuk | Keputusan Ketua tentang Pengelolaan Januari - September 2019
meningkatkan kualitas pelayanan publik Informasi dan Dokumentasi p

18 |
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PENGELOLAAN KEARSIPAN
- Telah ditetapkan Peraturan Ombudsman No. 37 Tahun 2019 tentang

Tata Naskah Dinas
AU A PREES BISLE A 50l « Telah disusun Keputusan Ketua No 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Proses Bisnis Surat dan Tata Kearsipan
« Telah dilakukan reviu proses bisnis dan penyusunan peta proses « Telah disusun Keputusan Ketua No. 143 Tahun 2019 tentang Pedoman
bisnis Sekretariat Jenderal Ombudsman. Penyusutan Arsip
- Telah terdapat penetapan Sekretaris Jenderal tentang proses bisnis. « Telah disusun Keputusan Ketua No. 144 Tahun 2019 tentang Pedoman
« Telah dilaksanakannya Sosialisasi PermenPANRB No. 19 Tahun 2018 Program Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman
tentang Penyusunan Proses Bisnis Lembaga Pemerintah . « Telah disusun Keputusan Ketua No. 146 Tahun 2019 tentang
- Telah dilaksanakanya koordinasi dan pendampingan oleh . Pengorganisasian Unit Kearsipan di Lingkungan Ombudsman RI

KemenPANRB dalam penyempurnaan peta proses bisnis - Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan kearsipan
« Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan arsip aktif
- Pelaksanaan sistem informasi kearsipan dinamis
- Pemusnahan arsip sesuai dengan surat persetujuan Kepala ANRI
No. KN/.00.03/123/2018 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip tanggal
22 Juni sebanyak 22.434 berkas
- Pembentukan Unit Kearsipan sesuai dengan Keputusan Ketua
No. 001/0RI-SK/2019
« Pembentukan Tim Penilai Arsip berdasarkan Keputusan Ketua
No. 055/TU.04.01/LV/2018

Standar Operasional Prosedur

» Telah dilakukan evaluasi SOP sesuai dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal No.1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

- Telah dilaksanakannya sinkronisasi dan finalisasi SOP yang telah
disesuaikan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal No. 3 Tahun 2019 tentang Penerapan SOP di lingkungan
Sekretariat Jenderal

PENERAPAN E-GOVERMENT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

= Draft grand design Informasi Teknologi - Surat Keputusan Ketua No. 180 Tahun 2019 tentang Susunan Pengelola
« Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Ombudsman RI

Quick Wins - Surat Edaran Ketua Ombudsman No. 7 Tahun 2019 tentang
- SIKD Pengumpulan Daftar Informasi
« AoRA - Surat Keputusan Ketua No. 217 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar
« ASCalL Informasi Publik di lingkungan Ombudsman RI
« Pusdatin - Sedang dilakukan proses revisi Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun
« ASPAL 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
- ASK : Ombudsman RI

- Implementasi aplikasi SIMPORI . - Penambahan kanal khusus PPID di website www.ombudsman.go.id

«  Website Ombudsman - Laporan triwulan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan

+ Pembangunan jaringan VPN di kantor Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI

- Pengembangan presensi Insan Ombudsman « Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi

Informasi Publik

DATA DUKUNG

DRAFT PETA PROSES BISNIS SEKRETARIS
JENDERAL OMBUDSMAN RI

BIRO HUKUM KERJASAMA ORGANISASI
SEXRETARIAT JENDERAL
JI. HR Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, PROSES INTI
Jakarta Sclatan. 12920
Tel. (021)22513737 Fax : (021) 52960907-08
R Vebaie : srew 0 id
e su02
LAPORAN Penataan dan Penguatan Penataan dan Evaluasi
TENTANG wpuT A outPur
EVALUASI PETA PROSES BISNIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Otganisas) Tatakaksana
A Pendahulusn Bl
1. Umum Latar Belakang — IGR"”; 5 Dukungan Pencegahan
Pemetasn Proses adulah visuslisssi dari sclurub aktvitas dari wuata SNES RSNl oungan Maladministrasi dan
orpnisasl; yuog, medononetraalianbegrlmase: pékjan’ dl ks Masyaralatidan Informasy Penyelesaian Laporan
onganisasi tersebut dilakuikan, sehinggs menjadikan pekeriaan tergasmber

dengan jelas/cksplisit. Dengan adanya pemetssn proses bisnis sebush
organisasi memili dokumentasi mengenal pekerjsan yang dilakukan,
sehinggs memungkinkan  untuk menganslisa pekerjaan yang telah

Sosialisasi Penyusunan Proses Bisnis ilakcukan. Secars singkataya peta prosc bisnis dapat didefiisikan cbogai
Instansi Pemerintah ranghaian yang merubah input menjadi outpat yang bernilal tambah,

Su05 S1.08
Proscs adalah kumpulan aktivitas ats [ugas yang terstraktur dan terkeit Pengelolaan Perencanaan Pengelolaan Keuangan
yang menghasilkan layanan atau produk yang spesific bagi satu atau
beberape penerima hasil tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pemberdayasn Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi No 19 Tahun 2018 v
et i ek s Bl o Mo s o I
Proses Bisnia adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang A

elektif dan efesicn antar wnit organisas wntuk menghasilkan kinersa sesuat
dengan tujusn pendirian organisasi agar menghasifkan keluaran yang
bernilai tamba bagi pemangku kepentingan, Pengelolaan Data dan Teknologi

PROSES PENDUKUNG

Outargm nRedss

Terfasiltasinya Penyelessian
poran Masyarakat din
Keterbukaan informas:
Pubiik

Pergman o

S1.08
Fasiltasi Kerja Sama

= canee | S
€ e Sl e o i
Keluaran yang jelas ; Hi Pelayanen
|

b. Urutan : Peta proses bisnis harus terdici atas sksivitas yang berunitan
sesuial wakty dan rusog ;

<. Pelanggun : Pelanggen akhir menerima hasil dari pross nilai tambah
pada penerima

1
pr—p——

peiaporan

Ombudsman RI

Laporan Evaluasi Peta Proses Bisnis e
Dl 2 Pengelolaan Sistem Pengendalian|

Peta Proses Bisnis
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis
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ohpmeMAN

Laporan Evaluasi ‘ B
Standar Operasional Prosedur

=
E

Sosialisasi Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan SOP
KEPEGAWAIAN DAN KETATAUSAHAAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NAL
BAGIAN PENGAWASAN INTER
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASIT
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Rapat Koordinasi dengan KemenPANRB terkait

Laporan Evaluasi
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Daftar Informasi Publik dengan
Narasumber dari Komisi Informasi Publik

Q)

OMBUDSMAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMB

SMAN REPUBLIK INDONESIA
019

x

OMBUDEMAN REFUBLIK [NDONESLA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. babwa  dalam

hatkan  efektifitas
pelaksanaan

tugas

pelaksansan Reformasi Birokr:
Standar Operasional Pros

Jenderal Omb

Ombudsman Republik Indone:

Penetapan Standar Operasional Prosedur

Penetapan Daftar Informasi Publik
LAPORAN SURVEI
PELAYANAN INFORMASI

ow | 0209|0000 |

—
PR———

Laporan Survey Pelayanan Informasi
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Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan SOP

@ombudsmanRI137

Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA|

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Tata Naskah Dinas

m Informasi Kearsipan Dinamis OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

@ Selamat Datang

050 S e s Pt st

~Ombucsman epubi 1donesia Yang Gersibana, E1eks D Y,

[E—

Aplikasi SIKD

Aplikasi Pusdatin

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

1T SECURITY ASSESSMENT

Laporan /T Security Assessment Ombudsman RI
oleh Badan Sandi dan Siber Negara

Dashboard

Aplikasi ASPAL

Aplikasi AoRA

I 5
Apiias Sistan o Kepatotiar =
e il

Aplikasi ASiK
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( CAPAIAN - PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PENATAAN SISTEM MANA JEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Strategis:

Meningkatnya profesionalitas dan kinerja pegawai

Meningkatnya kualitas pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Meningkatnya kualitas penetapan rencana kebutuhan pegawai
Meningkatnya kualitas sistem informasi kepegawaian

Meningkatnya kualitas kedisiplinan dan etika pegawai

Penyusunan
kebijakan penilaian
kinerja pegawai

Penyusunan dokumen
pengembangan pegawai
berbasis kompetensi

TIMELINE

Aktivitas Utama

Penyusunan kebijakan
disiplin dan kode etik
pegawai

Pemutakhiran

SIMPORI

Penetapan dokumen-dokumen
perencanaan kebutuhan pegawai

PENATAAN SISTEM MANA JEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT WAKTU PENYELESAIAN

1 Penyusunal:l dokumen pengembangan pegawai berbasis Dokumen identifikasi kebut.uhan ' Juni - Agustus 2019
kompetensi pengembangan kompetensi pegawai

5 Penetapan dokumen-dokumen perencanaan kebutuhan Dokumen Evaluasi Jabatan, Analisa Ianuari = Februari 2019
pegawai Jabatan, dan Analisis Beban Kerja

3 | Pemutakhiran SIMPORI Sistem Informasi Oktober - Desember 2019

- N y : Dokumen Peraturan Ombudsman .
4 | Penyusunan kebijakan disiplin dan kode etik pegawai tentang disiplin dan kode etik pegawai Januari - Desember 2019
5 | Meningkatkan profesionalitas dan kinerja pegawai Dolumen Pe'ra.turar) Sel'(retarlsjeljlderal Juli - November 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai

22 |
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SISTEM INFORMASI PEGAWAI

PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN

PENETAPAN KINERJA INDIVIUDU

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

FORMULIR SASARAN KERIA
PEGAWAINEGERISIPL.

f— i fra—
PROVEKS! KEBUTUIAN PEGAWA S LI TAIUN KE DEPAN
Vo o
st | Yo
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= = 7 L B A R Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil
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== FHitetoto e totitets
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e 3
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— ; RN N R )
o S 5
s AEmE AN mun)
Do e ep
Pegawai Nege 5 3 e Dep

Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai

Dokumen Peta Jabatan sesuai dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2018

23 | Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman RI 2019



@ www.ombudsman.go.id ’ @ombudsmanRI137 @ombudsmanRI137 @ 137

24

Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED

R s -

nsome222EM

‘ f » i
Teleconference dengan PNS Perwakilan terkait

Wawancara |dentifikasi Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi

Sosialisasi Identifikasi Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Asisten Utama

Wawancara Identifikasi Kebutuhan
Pegembangan Kompetensi PNS Pusat

Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

Pelaksanaan FGD Seleksi JPT

) oreuostan

LAPORAN HASIL
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

TAHUN 2019

SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA|

Laporan Pelaksanaan
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
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DES oo
-

T PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2018

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017 INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ki

TUA OMBUDSMAN REPURLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

mbangun sistem m.

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REFUBLIK INDONESIA, Menimbang & bahw wntek o it dan persberian Aplikasi E-Kinerja

ang  skuntabel atss  pels

sanan  tug

dan fungsi Asisten Ombudsman perdu penyesuaian

Menimbang | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan mbudsman

ngaturan P——

Presiden Nomor 121 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kineria

Republik Indone
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsmar

bahwa Peraturan Ombudsasan Nomor |3 Tahun 2013
Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretars ;

St Gt kg Pl e tentang Insentif kerjs Asisten Ombudsman Republik O

Tunjangan Kinerja Prgawai di Lingkungan Sekretariat ndonesis sebagaimana telah beberaps kali dubah

an Persturan Ombudsman Nomor

Perubalian Ketigs atss Peraturan [OMBUDSMAN

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2003

or 13 Tahun 2013 tents

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 47, Tambshan Lembaran Negara Republik
- < NOMOR  TAHUN 2019

crsa Asisten Ombudsma ublik ndoncsia

Indonesia Nomor 4286):

tidak sesual dengan perkembangan dan kebutuhan p—
2 UndangUndang Nomor 1 Tahus 2004 temtang
pelaka serta fungs: Aststen Ombisdsma PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubk y
. berdasarkan  pertumbangan  schagaimana DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
dimaksud dalam huraf @ dan hueof P OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA-
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355) oad i . - f P
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 temtang menctapkan Persturan Ombudsman tentang nsenti(

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ombudsman  Republik (ndonesia (Lembaran Negara Asisten Ombudsman Republik Inde
Republik Indonesia Tuhun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4899)

SEKRETARIS JENDERAL OMEUDSMAN REPUELIK INDONESIA,

Wenimbang | <[ a. babws penleisn  kineda pezaval dan pemberian
tuniangen kineria di lngkungan Sekretariat Jenderal

Insentif Asisten Ombudsman || Ombudemen Republik Indonesia telah diteraphan

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

2011 tentang Penilaian Prestasi Keria Pegawai Negeri

Draft Peraturan tentang Penilaian Kinerja

Do Gt e e ) st

SIMPORI - Dashboard

RANCANGAN

L4

Rachmat Ramadhan PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
'OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA| P . i 'NOMOR. .TAHUN...
Prr— TENTANG
SALNAN 2
PERATURAN OMBLIOSMAN REPUBLIK INDONESIA 2 e KODE ETIK DAN KODE PERILAKU INSAN OMBUDSMAN
NOMOR 7 TAHLN 2011 P
TENTANG rp— B
KODE ETIK INSAN OMBLOSMAN 'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Tt s P

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAMA ESA

T — KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONBSIA,
Vrberg: & Saben i mamsrpet s O, g s O
g S Menimbeng ¢ o, babwn untule mewiudian fangei Ombudssian schagal
o Gnbusanar ot e i mevened 05 T B e e
D S et B Oty gl et pads PO —— s et A . iy e g
T i s g oS e 3011 S : oy . g
R L - o S i it peotos ity et
Ao e Yo SO0 SKINLES i o T ) o o ey L ey
e cersasnnar sstagamans dinakaud peda hund & hahwa untuk  mengimplentasikan nilai  integritas,
T P e e Y
ERSERENOE uoanty dan tungs,pests pengaturan mengenat o et dan o
gt ¢ Norer 37 Tatan 2008 tetang R S e T st
Indoresia (Lembaren Negers Indonesis Tarun 2006 Nomor
ey :
2 Unang Uncang Momee 23 Taun 2000 tetang Patmyana Pt {Lae- :
baran Ngars Reputdk doness Tarun 2008 Nermor 112, Tambanan Draft Peraturan Kode Etik
Lamborsn igars Roputih o Hemr 5058

Insan Ombudsman

4 Poraturan Pemaentah Recathik indonesia Nomor 21 Tatun 2011 antarg
Pambentukan, Susurwn, dan Tals Kafe Perwskien Ombudsmen
Repubi indonesa (Lembaran Negora Repubiik indonesa Tatwn 2011

Nomor 42, Tambanan Lembaran Negars Republk Indonesis Nomor

s207)

Porsturan Presicen Repustih indoneses Nomor 20 Tanun 2000 sersang

‘Sekreeanst Joncersl Oudeman Republi Indonesia;

E
i
i
;
%
i

|
|
{
i
;
:
i

Ponjeriargan Jabatan Assten Orbutwman Reputsk Inonesa (Besta
Negars Reaths indonesia Tanun 2010 Nomor 364),

.
Omsnsss dan Tata Keis @ Lingtungan Ombudsmen Republk

‘Ropubik Indonsem Mo § mhun 2010 sentang
Fortmtarian

Kode Etik Insan Ombudsman

Peningkatan Kebugaran tiap Jumat
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| CAPAIAN - PENGUATAN AKUNTABILITAS

RENCANA KERJA

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Sasaran Strategis:
Terlaksananya penguatan sistem akuntabilitas kinerja individu dan lembaga dalam pencapaian

S,

tujuan organisasi

Rapat pembahasan
indikator kinerja

dan rancangan
kinerja

4

’r’—.
O

Reviu indikator dan
kinerja utama

Aktivitas Utama

1I.G

dan RAB

Bimbingan teknis
penyusunan KAK

"2) TIMELINE

Monitoring
evaluasi
pencapaian
kinerja
rencana aksi

Reviu dan revisi
rencana strategis

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Pembahasan
sistematik penulisan
laporan tahunan 2019

Monitoring dan
evaluasi pencapaian
kinerja dan anggaran

WAKTU
NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT PENYELESAIAN
1 Rapat pembahasan indikator kinerja dan rancangan kinerja Dokumen perjanjian kinerja April 2019
2 Reviu indkator dan kinerja utama Dokumen indikator kinerja utama April 2019

3 Bimbingan teknis penyusunan KAK dan RAB

Dokumen kerangka acuan kerja dan

rancangan anggaran biaya

Agustus 2019

Laporan monitoring dan evaluasi

4 Monitoring evaluasi pencapaian kinerja rencana aksi rencana aksi perjanjian kinerja Juli 2019

5 Rancangan awal rencana strategis Draft rencana strategis September 2019
6 Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran I:}gg;:;eahsasn Kinierja dan Oktober 2019

7 Pembahasan sistematik penulisan laporan tahunan 2019 TOR laporan tahunan September 2019

| Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019
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URAIAN CAPAIAN

e APLIKASI E-PERFORMANCE BASED MONEV KINERJA
: BUDGETING Telah dilaksanakan dan dibuat laporan hasil

Telah dilakukan rapat koordinasi Tim pada

bul Ii id Agustus 2019 Dalam rangka progres perencanaan dan monev dan anggaran triwulan | dan triwulan

u ;Ianjq ! :ampal'l engan I gkus us ! penganggaran telah mengoptimalkan Il dimulai pada awal April sampai dengan
f:fao?r?'nsalsa l?'?‘(?lfrr:s?lczrt: p:: ;Ofgr:ja':] rencana pemanfaatan aplikasi KRISNA baik untuk awal Juli. Selanjutnya untuk monev triwulan

: Lol : u g penggunaan rencana strategis dan rencana Il dan triwulan IV akan dimulai awal
tindaklanjutnya. Melakukan pemetaan 8 B

ermasalj ha|¥ . feanar Kineriadan kerja yang dikembangkan oleh Bappenas Oktober sampai dengan awal Januari tahun
p lusi dé"t h' pezmgpdl inerj libatk serta aplikasi e-SMART dan SATU DJA untuk berikutnya. Kegiatan ini dilaporkan kepada
resolusi di tahun 2013 dengan melibatkan pelaporan dan evaluasi terhadap Pimpinan dan dihadiri oleh masing-masing
seluruh unsur pimpinan Mot

i pelaksanaan kinerja K/L unit Eselon Il atau Perwakilan

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
Telah disusun Perjanjian Kinerja pada REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
Februari 2019 dan Revisi Perjanjian Kinerja Telah dilakuk iu terhadap IKU k CASCADING KINERJA ORGANISASI
pada bulan Juni 2019 yang dihadiri oleh Ea ffaku banhrew: erhadap b arena
Pimpinan dan telah ditandatangani oleh adanya perubahan dan pengembangan

; IV di . struktur organisasi sesuai Peraturan
reer{?jl;?;clecs;l]%u;\g;lnl|£ngungan Sekretariat Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2019

Dalam rangka perumusan dan penajaman
serta evaluasi indikator kinerja, telah
dilakukan kegiatan penyusunan cascading
kinerja dengan melibatkan unit-unit kerja
terkait. Hasil dokumen cascading sebagai
REVIE DAN REVISI RENSTRA perjalanan kinerja organisasi dengan
m PELATIHAN AKUNTABILITAS KINERJA mengacu pada visi, misi, tujuan, dan
landisusun. dan direviu kenstra i i ili sasaran strategis kinerja.
Ombudsman RI 2015-2019 dan penyusunan Telah dilakukan pelatihan akuntabilitas 8 J

dan penetapan Renstra 2020-2024 tdneq2 dilingkungan Selretariat Jenderal
Ombudsman RI -

PEDOMAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam penyusunan laporan akuntabilitas, Ombudsman RI telah menyusun pedoman akuntabilitas kinerja.
Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan laporan akuntabilitas yang memuat tentang langkah-
langkah dan tahapan penyusunan LAKIP dengan memperhatikan sistematika yang tertuang di dalamnya.

DATA DUKUNG

CEP AL BIRC MUK, K558 SAA DAN ORGANSAS! KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UNUN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah
ini

Nama Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

|
SERREThS ngi KEPALABRO SR OATA
CMBDSIUAN FEPUBLIL WOONESIA, MANUSIACAN UMM

Nama Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM., Ph.D
Jabatan Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

— A

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineda yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan R — PERNYATAAN PERIANIIAN KINERIA

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami KEPALARIRO HURLNG AN MASYARSKAT DAN TEXNOLCG! WFORMAS! KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KELANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OVEUDSNAN REPUBLIK INCONESIA SEKRETARIAT JENOERAL OUBUDSHAN REPUBLIK NOONEEIA

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan meigkukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindalsan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi, /

s
PERIANIAN KINERIA TRHIN 2019

Jakarta, 17 Juni 2019

KETUA ssstrltms JENPERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, (OMBUDSMAN D}EPUBL/II( INDONESIA,
i | 7~

| /

‘;/J
Prof. AMZULTAN RIFAL SH. LLM.PhD  SUGANDA PANDAPGTAN PAsARlsu‘;
NIP, 19730916]993111001

5o
KEPALABIRO PERENCANAAN BB REPUD K hDOKESH
OANKEUANGAN, 7

‘ sexefras EybeR
UBUDSAN REFUBL K NCONES.

y \\o—
‘SUGANDA PANDARCTAN PASARIB —HARTOYO.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

SUGHNDA PANDARGTAN PASARIU

Perjanjian Kinerja Seluruh Eselon Il
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OMBUDSMAN REFUBLIK INDONESIA

Republlk Indonesia
ymibudsman Republik indonesla

RAPAT PIMPINAN OM UBLIK INDONESIA

Dalar rangka meningkatkan inas| dan komunkasi antara Ketua, Wakil
ta Ombudsman R Indonesia (selanjutnya disebut Pimpinan)
i Sekretariat Jonderal, dinformasikan hal-hal sebagai b
nan dengan Asisten dan Sekrotariat Janderal dilaksanakan:

agenda lainnya

sgian sesual agendarkebutuhan,
Keasistenan; dar
Para Kelua Unit Ke

Demiian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
Dtetapkan i Jakarta

pada janggal (v September 2018
JETOR ME AN REPUBLIK INDONESIA,

ke, i Lm,pno {

Jadwal Tetap Rapat Pimpinan

Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Kepala Perwakilan

Rapat Pimpinan

Bimbingan Teknis Penyusunan
KAK dan RAB

Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019
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Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon Il

£nnson SRR ecans

FeblsL moonEA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIK.

AN PELATIHAN

Tompat, Tanggal Lanie
Panghaolongan

NEGARA
IKLAT TEKNS DAN FUNGSIONAL

Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan LAKIP

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perwakilan

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA
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= 1 BERANDA

ELECTRONIC MONITORING & EVALUATION

[l OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indenesia

A

™ A

| i\ 7.
Sinkronisasi Sinkronisasi

Indikator dan Target Kinerja 2019 Indikator dan Target Kinerja 2019

> D rwaan o

Sosminsrangs 101 o Smr'\rt =

INIKATOR KINERA SASARAN

o DG My

Nonkcrng Pt Satan e Taun Anggarn 2018

D T w e nn w6 m o
i ke e A
| 1

GO Gt Nmme | ke ot e ottty || b
EC oo | omananvust £ SO K50 R R
£ | KR KN R

Aplikasi E-Smart

Aplikasi Krisna

CAPAIAN - PENGUATAN PENGAWASAN

RENCANA KERJA

PENGUATAN PENGAWASAN

Sasaran Strategis:
. Meningkatnya kepatuhan pelaporan gratifikasi, LHKPN, dan LHKASN
Meningkatnya penerapan SPIP
Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system (WBS)
Meningkatnya penerapan benturan kepentingan
Membangun zona integritas
Meningkatkan IACM APIP

Aktivitas Utama

Penyampaian laporan gratifikasi,

Peningkatan nilai IACM
LHKPN, dan LHKASN

APIP level 2 menuju 3

IEvaluasi mandiri penerapan SPIP | IPembangunan zona integritas |

Pembangunan layanan pengaduan Penyusunan kebijakan penanganan
masyarakat berbasis aplikasi benturan kepentingan
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TIMELINE

PENGUATAN PENGAWASAN

NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT WAKTU PENYELESAIAN

1 Penyampaian laporan gratifikasi, LHKPN, LHKASN ::Z?&;G graitlkasl, LHKPN, September 2019
Dokumen peta risiko,

2 Evaluasi mandiri penerapan SPIP sosialisasi SPIP, hasil evaluasi | September 2019
mandiri penerapan SPIP

3 Pembangunan layanan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi | Sistem informasi WBS September 2019
Dokumen pengusulan

s : Peraturan Ombudsman

4 Penyusunan kebijakan penanganan benturan kepentingan tentang Kode Etik dan Kode September 2019
Perilaku

5 Pembangunan zona integritas Dokumen p.embangunan September 2019
zona integritas

6 Peningkatan nilai IACM APIP level 2 menuju 3 Evaluasi mandiri IACM September 2019

URAIAN CAPAIAN

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PENERAPAN SPIP

Telah dibentuk PPG berdasarkan Peraturan
Ombudsman No. 21 Tahun 2016 tentang
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Ombudsman RI

Telah dilakukan uji publik dan sosialisasi

pengendalian gratifikasi
Telah dilakukan
pengendalian gratifikasi
Telah dilakukan sosialisasi pengisian LHKASN

Telah diumumkan keterbukaan informasi atas
pengisian LHKPN melalui website Ombudsman RI
Telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal
yang mewajibkan pengisian LHKASN di lingkungan
Ombudsman RI

Telah dilakukan monitoring terhadap pelaporan
LHKASN dan LHKPN

evaluasi pengelolaan

Telah dibentuk Satgas SPIP berdasarkan Peraturan
Ombudsman No.11 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Ombudsman RI

Telah dilakukan Bimtek peningkatan maturitas
SPIP dibawah binaan BPKP

Telah diperbaharui IAC Ombudsman RI
ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI
Telah dilaksanakan sosialisasi SPIP bersama BPKP
yang dihadiri jajaran pimpinan dan pejabat
struktural di Lingkungan Ombudsman RI

Telah dilakukan penilaian mandiri maturitas SPIP
dan memperoleh nilai 3,0932 (saat ini masih
menunggu proses QA oleh BPKP)

yang

Telah ditingkatkan struktur organisasi APIP
Ombudsman RI menjadi eselon 2

Telah ditingkatkan jumlah pegawai di
lingkungan Inspektorat dengan masuknya
Inspektur, Auditor Muda, Kasubbag Tata
Usaha Inspektorat, serta penambahan 4
CPNS baru

Telah dilakukan bimtek terkait peningkatan
kapabilitas APIP oleh BPKP

Telah dilakukan pengembangan
kepada seluruh pegawai di Inspektorat
Telah dimulai kegiatan telaah sejawat APIP
Ombudsman Rl atas binaan AAIPI

Telah disusun PKPT Inspektorat yang berbasis
resiko

Telah dilakukan audit kinerja

Telah dilakukan Sosialisasi SIBIJAK dalam
perhitungan angka kredit Auditor

Telah dijalankan peran konsultansi APIP
dalam proses pengadaan barang/jasa di
lingkungan Ombudsman RI

Telah dilakukan penilaian mandiri atas
kapabilitas APIP (IACM) dan memperoleh nilai
2 (dalam proses menuju 3 dengan adanya
kegiatan telaah sejawat, Audit Kinerja, PKPT
berbasis Resiko, konsultansi)
Kebijakan pedoman penilaian
lingkungan Ombudsman RI

diklat

risiko di

PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM.

Telah terdapat penanganan WBS berdasarkan Peraturan
Ombudsman No. 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan
dan Penanganan Pelanggaran Internal (WBS) yang
menunjuk Unit Kerja Pengelola Pengawasan sebagai
pengelola WBS

Telah disusun SOP Penanganan Pengaduan Internal (WBS)
di lingkungan Ombudsman RI

Telah dibangun mekanisme pelaporan WBS melalui
website Ombudsman dan sedang dibangun aplikasi
SIDUMA mengadopsi mekanisme pelaporan WBS (WISE)
dari Kemenkeu

Telah dilakukan sosialisasi penerapan aplikasi SIDUMA di
Kantor Perwakilan Ombudsman RI

Telah dilakukan evaluasi pengelolaan WBS
semester | 2019

Telah ditambah formasi khusus untuk penanganan WBS

sampai

dengan jabatan Analisis Hasil Pengawasan dan
Pengaduan Masyarakat

Telah dilakukan pelatihan penanganan pengaduan
internal dengan metode progresif dan partisipatif

(PROPARTIF) terhadap pelaksana pengelola WBS

BENTURAN KEPENTINGAN

Telah disusun regulasi tentang benturan kepentingan
berupa Peraturan Ombudsman tentang Kode Etik dan
Kode Perilaku

Telah melakukan tindak lanjut terhadap masalah
benturan kepentingan

Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA




@ www.ombudsman.go.id ’ @ombudsmanRI137

DATA DUKUNG

AW Menolak Gratifi
sl Gental

Sosialisasi LHKASN

ndatanganan Piagam Pengawasan Internal
(Internal Audit Charten

P Sa

Kesstan St

) )

TINGKAT MATURITAS SPIP TINGKAT
KEMENTERIAN\LEMBAGA\PEMDA

Tingkat Maturitas SPIP
3.014

Tingkat Maturitas 3 (Terdefinisi)

RINCIAN TINGKAT MATURITAS SPIP PER SUBUNSUR

1. Lingkungan Pengendalian
o e N Tiogkat Penjeasan

Penilaian Mandiri Level Maturitas SPIP

(sedang Proses QA dari BPKP)

@ombudsmanRI137 @ 137

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN GRATIFIKAS!

INSPEKTORAT
'OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019

Nomar : LAPKSIPW.10MIV2018
Tanggal : 16 Jul 2019

—_— —,

<)

OMBUnIMAN
INSPEKTORAT

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Gratifikasi

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

Status Jurlah Laporan

tnstans
Jalah Peganal
- WajioLiKASN
- Sudah Lapor
+ Bolum Lopor

Jumlah Laporen
» Sudah Terveriixas|
- Bolum Terventixasi

Pegawai Waiib LHKASN Yang Telah Nelapor (5059 Pegawai)

Laporan Masuk Sudah Torverifiasi { 50 /50 Laporan )

Ombudsman Ropublic Indonssia
117 orang
59 orang || uban

57 orang

20nna

Laporan Kepatuhan LHKASN per Agustus 20

Peta Kepatuhan Informasi:
Waiib Lapor: 13

B Sudah lapor: 11
(84.6%)

¥ Belum lapor: 2
(15.3%)

Laporan Kepatuhan LHKPN per Agust

N 60 Tabun

g mdepnden dan obyektf a4

yane siemats an et

.
ksl por

itk e e fomas, e

e ——

Mengrsh
KETUA OMBUDSMAN REFUBLIK INDONESIA

31

KRETARS N

Piagam Pengawasan Internal
(/nternal Audit Charter)

Nponesia eI

g
|

4

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SEK.114-PR.05.04/VIl/2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : behwa dalam rangkn melaksanskan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia:

man Penilaian Risiko

Ipnnen

uat, Aud '8 Hak Lani Hd

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dengan Narasumber BPKP
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HumasQmbudsman

W

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang betanda tangan di bawah int:

: Lina Maryati Siregar, S.£.

NP : 19820323 201502 21001

Jabatan : Analis Keuangan

UnitKera  : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

menyatakan sebagal berfkut:

1. Berperan sacara pro akilf dalam upaya pencegahan dan pemberantssan Korupsi,
Kolusi, ta tds @n dir

2 atau menerima pamberian secara langsung atau tidak langsung

Tidak
berupa susp, ml-n bantuan,
Ketentuan yang beriaku -

bentuk lainnys yang tidsk sesual dengan

Piagam Pembangunan Zona Integritas

re

Penandatangan Pencanangan Zona Integritas
Ombudsman RI

\ Jur, obyekti, jas.
Menghindari pertentangan kepentingan (confict o interes) dalam pelaksanaan
tugas.

o

Memberi dan/stau menjadi contoh dalam techadap
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan
yang berada di bawah pengawasan says dan sessma pegawal di lingkungan
kerja saya secara konsisten.

3 OMBUDSMAN
6. Akan menyampalkan informasi penyimpangan integritas di Ombudsman RI serta "

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSWAN REPUBLIK INDONESIA

7. Bia saya molanggar hakhal tersebut di stas, saya sisp menghadapi
NOMOR 38 TAHLN 2010
Hisasiasinga. 3

UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI D
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN INCONESIA
‘SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

FORUM TEMATIS BAKOHUMAS Menimbang
DAN PENCANANGAN

Jakarta, 8 Apri 2016
Menyaisikan

dalarm rangiea Lpeys untuk mencapai zens integritas menuju

By

Lina Maryati Siregar, S.E.

mekas distas
poriymenetapian Ke Serderai Ot
Repusii Indoness terang Unk Kere Zona Imegries menuju
Wiayan Betes dari Korupel di lingkungan Sexre: il
‘Omoudsman Repubilk Indonese.

Pakta Integritas

Mengingst Undang-Undang

2

Pencanangan Zona Integritas Ombudsman RI

Penetapan Wilayah Bebas Korupsi

C e K]

LAPORAN HASIL
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

oI

TAHUN 2019
Whistle Blowing System
Sistom pengaduan dan Penanganan Peanggaran nlsmal
(Whisteblowing Systom-WES) n merupekan sistem
pengelolaan pengaduan da pernganan pelanggaran di
lingkungan Ombudsman RI

t 4

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Salah satu implementasi tata kelola pemerintahan yang balk (Good
Governance) adalah laporan pengaduan masyarakat atau Whistleblowing System
was). pelapor
oleh Internal atau eksternal KA untuk melaporkan adanya perbuatan yang
melanggar hukum, atau peraturan lain yang berlaku, stau perbuatan menentang

32

etica yang dilakukan oleh pejabatipegawal K/L dengan otap menjaga rahasia dark
sl pelapor. Pengololaan Whistisbiowing System diakukan oleh unitamit atau
satuan keda yang terfibat langsung dalam strukdur tata kelola pemarintahan
sepertl misainya Satuan Kerja Audit infem atau Kepatuhan. Ada juga yang
membuat semacam satuan tugas khusus untuk menangani Whistiobiowing
‘Systen yang terdis dar satuan kerfa 3udit inteen dan berbagai unit pendukung lain
yang tertbat didalamoya.

Serana atau modia komunkasi yang dipergunakan untuk melaporkan
pengaduan ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan media email, ada
yang menggunakan holline khusus. Ada Juga yang menggunakan telepon, sms
ataupun faks, bahkan sampal ada perusal yang secara khusus
mendodikasikan sebuah website untuk menedma pengaduan mengenai
peianggaran.

Secara umum cara in pelaporan ada dua, yang dapat dilakukan
‘dengan menggunakan identtas (waflb dilengkapi dengan fotokopi idantitas), dan
tanpa dentas. Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajb dlengkapi dengan
dokumen pendukung sepert dokumen yang berkaltan dengan transaksi yang
dlakukan daniatau peiaporan pelanggaran yang akan disampalkan Apabila
dalam pelaporan pengaduan tersebut tdak menyertakan dokumen pendukung,
maka perusahaan dalam hal i petugas Whistisbiowing System berhak untuk
menanyakan ketorangan lebih lanyt

Secara umm, Whistisblowing System relotif terbilang bany dan belum
semua KL memtkl pengetahuan yang memadai dan kommen untuk
menrapkan Whistieblowing System ini. Akan totapl, tujuannya yaknl sebagal
saiah satu alat untuk melskukan pengawasan terhadap implementasi tata kelola
pemerintahan d Indonesia.

mendorong peran serta pejabat/pegawai d lingkungan
Ombudsman Republlk Indonasia dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana Koupsi seda penyslahgunaan wewanang oleh
pejabatipegawni 6 lingkungan Ombudsman Republlk Indonesia, teiah ditetapkan
Poraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem
Polaporan dan Penanganan Pelanggaran intemal (Whistlebiowing System) i
Lingkungan Ombedsman Republik Indonesia.

Laporan Hasil Pengawasan Pengaduan

Masyarakat dan WBS

SALINAN
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN INTERNAL
(WHISTLEBLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAK REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negam yang
bebas  maladministrasi i Lingkungan  Ombudsman
Republik Indonesia, perlu adanyn upaya pengelolaan
terhadap pengaduan internal sebagai wujud pencgakan
integritas Insan Ombudsman

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf &, perlu menctapkan Peraturan Ombudsman

tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
Internal  (Whistleblowing  System) i Lingkungan

Ombudsman Republik Indonesia:

Mengingat 1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Unagsh T

Nomor Taepon P

(W) »

Watch later ~Share

Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

donesia Tshun 1999 Nomor 75, Tambahan

Sistem Pelaporan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat dan WBS

[ £ Pigerrss

08213737 3737

-
& "% Youliibe "3

Sosialisasi Peraturan Pengaduan Masyarakat
dan WBS pada Perwakilan
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Pasal 90 i OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha Inspektorat dan KEPUTUSAN SSKRETARIS JEDERAL ONBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

OMOR, S0 3005301
PEMBENTLAN SATUAN TUGAS PIELENGGARAA SISTEN PENGEHDALIAN
PADA AGIAN KELANGAN OVEUBSHAY REPLIK TOONESIA
SEXRETARIS JENDERAL OMBUDSHAN REPULIK HOONESIX
Peningkatan Unit Kerja Pengawasan dari Nelmborg ;& e s peveemggursan S peenculn
Eselon 11l menjadi Eselon Il

batwa _ berdasarkan _pertimbangan _ seboginano
dmalaud hurt 3, perks ditetaplan
Selqetars { ombudsnan Rl tentang
pembentukan Satuen Tugas penyeenggaraan Sitem
Pengendalan Intem Pemerintah  (SPIP)  Bagan
Keuangan Ombudsman Rl;

Undang-Uncing Nomor 17 Talwn 2003 tentang
Keuongan _Negara
INSPEKTORAT Negara Rapubilk indonesia Nomor 4285);
Undang-lndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik
1o
INSPEKTORAT
Kelas 15
€ C @ Notsecure | apip.bpkp.go.d/kapabilitas_apip/home/ pip/as
Kapabilitas APIP
[ 10
| KEPALA |4. B Peniaian Mandi || Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia 8 2018
TATA USAHA 3 s
L Kelas 9 1 Apip:  Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia
| K BK =+ JABATAN AUDITOR KEB[KEH-+ & Bulan:  Agustus
(Aciafis Hasl Parsgn azan danPergac Audtor Utama fahun; 2018
Fei HEEE ul |1]1]7 8 Level:  Menuju Level 3
o Laparan Flasl T
Aol TN TR L a3l Rudior Madya =
Pengelola Pengaw ssan o I Fudior Muda T[T
Analis L 3 I 2 (Audtor Periama 2
kil L — Panduan || Elemen 1| Elemen 2 | Elemen 3 | Elemen 4| Elemen s | Elemen 6| | Simpulan || Export Excel
[Audtor Pelaksana 3|

Level Kapabilitas APIP

Struktur dan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat !
(Menuju Level 3)

CAPAIAN - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

RENCANA KERJA

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kualitas dan budaya pelayanan PRIMA

2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan

3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

Aktivitas Utama

Pengembangan aplikasi
dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik

Penetapan maklumat
dan standar pelayanan

Peningkatan pengelolaan
pengaduan layanan
Ombudsman RI

Survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
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TIMELINE

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO AKTIVITAS UTAMA OUTPUT WAKTU PENYELESAIAN
1 |Penetapan maklumat dan standar pelayanan Bkumen makumatean Maret 2019
standar pelayanan
2 Peningkatan pengelolaan pengaduan layanan Media pengaduan kinerja dan Juli 2019
Ombudsman RI pelayanan Ombudsman RI
3 |Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Laparan tingkatkepuasan Agustus 2019
pelayanan
» SIMPeL
« AoRA
+ Buku tamu
« ASIK
Pengembangan aplikasi dalam rangka peningkatan - Tracking data laporan
4 :
kualitas pelayanan publik masyarakat online Agustus 2019

+ Pemesanan ruang rapat

- Pengaduan laporan
pelayanan publik online
melalui website

URAIAN CAPAIAN

PENGELOLAAN PENGADUAN
+ Telah dibuat e-mail ketua@ombudsman.go.id
BUDAYA PELAYANAN PRIMA : sebagai pengaduan kinerja dan pelayanan

* Pemberian penghargaan kepada Ombudsman RI
Perwakilan Ombudsman dengan + Telah terdapat laman pada website Ombudsman RI
persentase penyelesaian Laporan terkait penyampaian pesan, kritik atau saran
Masyarakat tertinggi + Telah terdapat ca// center 137

+ Sosialisasi Revolusi Mental

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN

+ Telah menerapkan teknologi informasi
dalam memberikan pelayanan antara * Keputusan Ketua Ombudsman No. 140/0RI-

lain: SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan
* SIMPeL Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan
* AoRA Publik di lingkungan Ombudsman Rl pada jenis
* Buku tamu : pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan
* ASIK 2 masyarakat.
« Media Sosial + Maklumat standar pelayanan telah ditandatangani
 Tracking data laporan masyarakat oleh Ketua Ombudsman dan sudah dipasang di
online setiap lantai
« Pemesanan ruang rapat » Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang
- pengaduan laporan pelayanan Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan
publik online melalui website Penyelesaian Laporan

+ Surat Keputusan Ketua Ombudsman No. 69 Tahun
2019 tentang Penerimaan Tamu Pelapor
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DATA DUKUNG

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1Yo /ORI-SK/VI/2018
TENTANG
LA

STANDAR PELAYANAN UAN T
TERKAIT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Kepulusan Ketua Ombudsman Nomor 05Sa/ORI-
SKIVII2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis
Pelayanan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat. tidak
sesual dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga periu
digant;
b bahwa sehubungan dengan perimbangan sebagaimana
dimaksud pada hund a, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Ombudsman tentang  Standar Pelayanan Penanganan
Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik DI
Lingkungan Ombudsman Repubilk Indonesia;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Repubiik_Indonesia (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 489),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan
Pubiik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Pubiik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2008 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5357)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615),
5. Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Kode Etik
Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 308),

Standar Pelayanan

Penanganan Laporan/Pengaduan

z . ], ~ ,
Penyerahan Piagam Apresiasi Kinerja
Penyelesaian Laporan Berbasis
Target Rencana Kerja Pemerintah

Sosialisasi Revolusi Mental

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2019
TEXTANG
PEDOMAN PENERIMAAN TAMU PELAPOR DAN
PENERIMAAN TELEPON DARI PELAPOR

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ;4. bahwa untuk mendukung sikep profesionalisme dan
untuk  meningkatken kuaiitas pelayanan kepada
masyarokat, serts  mewujudian kescragaman,
keamanan dan kenysmanan dalam menerima tamu
pelapor dan menerima telepon dari pelapor, perlu
disusun pedoman menerima tamu pelapor dan
menerima telepon dari pelapor;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sct
dimaksud pada hurul a, perlu menetuplan Keputusan

v

Ketus Ombudsman tentang Pedoman Penerimasn
Tumu Pelapor dan Penerimaan Telepon dari Pelapor,

Mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambshan
Lembaran Negara Republi lndonesia Nomor S038);

Pedoman Penerimaan
Tamu Pelapor dan Telepon

@ 137

Standar Pelayanan Ombudsman RI

MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMAS! PUBLIK

¥ siap memberikan
pelayanan permohonan
informasi secara prima
berdasarkan prinsip
cepat, tepat waktu, dan
biaya ringan. ¥

Maklumat Pelayanan Informasi
Publik pada Website

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

Agenda Ombudsman RI

Penerimaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat
On The Spot
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Kontak Ombudsman

Kifimkan Kesan/Pesan, Kiitik Atau Saran Anda.

OMBUDSMAN
‘REPUBLIK INDONESIA

\]

Pengaduan Khusus tentang

Kinerja dan Pelayanan

‘ Ombudsman RI
Kurang puas terhadap kinerja, pelayanan,

atau sikap petugas Ombudsman RI?

Sampaikan keluhanmu metalui
email: ketua@ombudsman.go.id

Pengaduan Kinerja dan Kegiatan Ngopi Barang Ombudsman dan

Gadiceatartsd Bedah “Buku Terima Kasih Ombudsman”

Pelayanan Ombudsman RI

Tuects Tuces e repies wesa Likes

T TR © 16, 300D | = D © 1 [@uww W mpeamares e
™ ‘Ombudsman 11 & =
i ¢ ombudsmanri137 H " e Tracking Data Laporan
@ - Hubungi 137 %
s P goc

# 326 273K 42 ‘ 2
a Posts  Followers  Following a s
g ¢ Ombudsman RI 137 ferl o
] (OMBUDSMAN RI o MerigemlQaibudsan,

(Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik) ¥
5] Awasi, Tegur, Laporkan! o2

See Translation Aygsi Loy > ukh’m
® - ombudsman.go.id/perwakilan ) 5,&1 TR

JLHR Rasuna Said Kav C19, Jakarta,Indonesi, B adwipns (e
) 2930 > o

Followed by ftrfatonah, raadenihsan and 50 others O

2 5 Fomuiranils =3

Followl.. v Message conact  ~

Twitter Ombudsman RI O o

ombudsiman... Anggota Om.

Channel Youtube Ombudsman RI

Tracking Data Laporan Masyarakat Online

SERAIOA PROL < PERVARLAN - FEQLLASI HFORIAS~ PencaDuAn S
O QMEDDIAN Pengaduan Online 2 Y
Sampaikan keluhanmu Y ———
mengenai pelayanan publik
Hubungi 137 B BUKU TAMU OMBUDSMAN RI Data Pelapor
Repuni ndonesia Awasi Tequr Laporkan [

‘ BB 37y 75 B

Noor dentize
KTPiRasporiSi.

Facebooki@mbtdsmaniRl Pengaduan Laporan Pelayanan Publik On/ine

Melalui Website

Aplikasi Buku Tamu
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Sistem Informas! Manajemen Penyelesaian Laporan

Aplikasi SIMPeL
Internal Activity
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12 MEETING ROOM pcon

o [ e 25-31 Jul 2019

Enumerator

Pemesanan Ruang Rapat -

Aplikasi ASiK
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KESIMPULAN PROFIL REFORMASI BIROKRASI DAN
PERBAIKAN BERKELANJUTAN PER AREA PERUBAHAN

@ KESIMPULAN HASIL PENILAIAN MANDIRI

PENGUNGKIT (57,32%) HASIL (31%)

| PENGUATAN PENGAWASAN |
\ (10,03%) !

PENATAAN &

PENGUATAN

ORGANISASI 1}
(6%)

eﬁ\%&

4
uew

PENATAAN
TATALAKSANA
(4,75%)

PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
B6s2g) o

PENATAAN |
SISTEM |
MANA JEMEN

MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)

e,
0:9/7 Bi.lntah yang BeYS\“
bas Kk (8,05%)

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (5,87%)

i PENGUATAN
’ AKUNTABILITAS KINERJA (6%) ‘

HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 88,32%

Ombudsman Rl memproyeksikan nilai Reformasi Birokrasi pada 2019 sebesar 88,32% terdiri atas 57,32%
komponen pengungkit dan 31% komponen hasil Reformasi Birokrasi

PROFILING RB KOMPONEN PENGUNGKIT

* s SREREER S EOHEN

Ombudsman Rl pada 2019
‘ memproyeksikan nilai Pengungkit
— sebesar 57,32 dari nilai maksimal 60

Penataan dan
03 Penguatan
i 7 Organisasi

01 Manajemen 02 Penataan PUU
Perubahan

3,22 2,19-'

Total Nilai Pengungkit 04 Tata Laksana 05 Pengesrgl;:ngan 06 Akuntabilitas

6,31 g 23
4,13
3,67

y s |
07 Penguatan
= Pengawasan

38,81 36,15 '

08 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

B 2017 B 2018 B 2010

38 | Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman RI 2019



@ www.ombudsman.go.id ’ @ombudsmanRI137 @ombudsmanRI137 @ 137 OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

KEMAJUAN

PENATAAN TATALAKSANA
PENATAAN ORGANISASI
PERATURAN PERUNDANGAN Evalua;i peta proses bisnis dan standard
Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2018 operating procedure

Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Monitori d luasi  keterbuk:
Ombudsman Republik Indonesia e AR

S 5= RN, A informasi publik
Harmonisasi melalui indentifikasi, analisis, dan P

pemetaan terhadap peraturan perundang-undangf;n Pelaksanaan audit organisasi Ombudsman RB Telah ditetapkanya kebllakareerkate
) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan berdasarkan PermenPANRB pelaksanaan kearsipan
g 5 gt Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis
MANAJEMEN PERUBAHAN o e Elektronik (SPBE) Sebagai Quick Wins

Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk

Knowledge sharing nilai-nilai budaya kerja “SOLUSI”
Pembentukan agen perubahan

Benchmarking pelaksanaan PMPRB

PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA
reviu Road Map reformasi birokrasi Ombudsman RI1 2015-2019 )

Sudah tersedia rencana kebutuhan pegawai 5 tahun kedepan

Internalisasi program 8 Area Perubahan
prog dalam E-formasi

\\\ Telah tersedia data kebutuhan pengembangan kompetensi
S pegawai

-~ Proses pengembangan aplikasi E-kinerja

PELAYANAN PUBLIK P
i MCUATAN PENGAWA A [ ———

Evaluasi pengelolaan pengendalian gratifikasi

Maklumat  standar pelayanan  penanganan

laporan/pengaduan masyarakat
p peng 2 Pembahruan IAC Ombudsman Rl yang ditandatangani oleh Ketua PENGUATAN AKUNTABILITAS
RN X Ombudsman RI
Apresiasi Kinerja Penyelesaian Laporan Masyarakat RN 3 o) Telah disusun Perjanjian Kinerja kepada seluruh Pejabat Struktural
Pedoman penilaian risiko di lingkungan Ombudsman RI = o
Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasisi IT Telah disusun dan direviu Renstra Ombudsman RI 2015-2019

Evaluasi penerapan WBS dan pengaduan masyarakat dokumen cascading sebagai perjalanan kinerja organisasi
Sosialiasasi Gerakan Nasional Revolusi Mental P P peng: Y 4 gal perj jaorg

Peningkatan eselonering unit pengawasan internal

PROFILING RB KOMPONEN HASIL

*

2017 2018 2019
13,73
8,88
= 12,67
. Kapasitas dan Akuntabilitas Keterangan
Kinerja Organisasi R
1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja 9,66 Mendapat Nilai B M.
(60) \
2. | Nilai Kapasitas Organisasi 4,14 Survei Internal X
i
\
Il. ~ Pemerintah yang Bersih Dan W Keterangan TR N *\ Kapasitas dan Akuntabilitas  pemerintah yang Bersih dan Kualitas Pelayanan Publik
Bebas KKN ] ~. _Kinerja Organisasi Bebas KKN
N
1. | Nilai Persepsi Korupsi (Survei 5,95 Mendapat Nilai \“~~me11dsman RI pad 019 memproyeksikan nilai
Eksternal) sy s T % oYk "
- Pengungklt’sebesa@an nilai maksimal 40
2: Opini BPK 3,00 WTP P

Kualitas Pelayanan Publik Keterangan

1. | Nilai Persepsi Kualitas 8,25 Survei Eksternal
Pelayanan
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BIROKRASI TAHUN 2018

<

KESIMPULAN TINDAK LANJUT EVALUASI REFORMASI

SARAN PERBAIKAN BERDASARKAN SURAT KEMENPANRB
NO. B200/M.RB.06/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018

\[0) SARAN PEBAIKAN

1 | Melakukan reviu atas Road Map reformasi birokrasi Ombudsman RI
dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan baik di
level pusat maupun pada level unit kerja.

TINDAK LANJUT

1. Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah di reviu dengan melibatkan
seluruh unit kerja pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

2. Reviu Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah di sosialisasikan

3. Dokumen reviu Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah dipublikasi
melalui e-mai/Internal Ombudsman kepada seluruh Pegawai

2 | Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan
di Ombudsman Rl kepada seluruh pegawai di seluruh satuan agar
memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses
perubahan.

Reviu Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Nilai-nilai Budaya Kerja
SOLUSI (Sopan, Lugas, Sigap) telah di Sosisalisasikan dan dilakukan Sharing
Knowledge pada tanggal 2 dan 9 Agustus 2019 di Ruang Serbaguna Lantai
Dasar yang dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil.

3 | Melakukan penilaian kinerja individu secara berkala sebagai dasar
pemberian reward dan punishment sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam rangka melakukan penilaian kinerja individu, telah dibuat aplikasi E-
Kinerja yang dikembangkan oleh Bagian Kepegawaian dan Bagian Teknologi
Informasi.

4 | Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem
pengawasan internal untuk memastikan efektivitas dari sistem tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran ber SPIP di lingkungan Ombudsman

RI, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan:

1. Penguatan peran APIP melalui penandatanganan Piagam Pengawasan
Internal

2. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh BPKP dalam
rangka mempersiapkan unit kerja dalam menyelenggarakan SPI di masing-
masing unit kerjanya.

5 | Melakukan optimalisasi pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja
miniature reformasi birokrasi dengan mengacu pada PermenPANRB No.
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

Sesuai PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas

WBK/WBBM Ombudsman Rl telah :

1. Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No.98 Tahun 2019
tentang Pembangunan Zona Integritas

2. Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No.109 Tahun 2019
tentang Tim Penilai internal Pembangunan Zona Integritas

6 | Meningkatkan kapasitas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) agar tidak semata-mata hanya berfungsi
sebagai penilai saja.

Telah dilakukan peningkatan kapasitas Tim Asessor di Ombudsman RI

melalui:

1.Benchmarking pelaksanaan PMPRB di Mahkamah Konstitusi

2.Benchmarking pelaksanaan PMPRB di Lembaga Administrasi Negara

3. Sosisaliasi Pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB 2.5) dengan menghadirkan Narasumber dari KemenPANRB.

REVIU ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

DAN SOSIALISASI

ROAD MA
REVIU REFORMASI BIROKRASI
Tahun 2015-2019

Pembahasan Reviu Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019

Illﬂlﬁ-i-

P

Pembahasan Reviu Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019

Reviu Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Sosialisasi Reviu Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019
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@ NILAI-NILAI BUDAYA KERJA SOLUSI (SOPAN, LUGAS, SIGAP)

Peningkatan Budaya Kerja PRIMA dan SOLUSI

Sharing Knowledge Budaya SOLUSI Yel-Yel Budaya Kerja SOLUSI sebagai Ciri Khas,
Penyemangat dan Kebersamaan yang Terungkap

dalam Kata dan Gerak

@ APLIKASI E-KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN
REWARD DAN PUNISHMENT

Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja pada
kepada Seluruh PNS saat Rapat Kerja Nasional 2019

Keputusan Sekjen No. 40 Tahun 2019 — "
tentang Tim Penyusunan Bahan - = :
Instrumen E-Kinerja Pegawai Negeri Sipil Konsinyering Tim Penyusun Bahan
di Lingkungan Sekretariat Jendral Instrumen E-Kinerja

Ombudsman Draft Peraturan tentang Penilaian Kinerja

niang Penilaian Prestasi Keria Pepawai Nessri
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PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Penandatanganan Piagam Pengawasan Internal
(Internal Audit Charter)

<)

OMBUDSMAN

INSPEKTORAT

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

en dan obyekif daam

Piagam Pengawasan Internal (/nternal Audit Charter)

A
, W

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah oleh BPKP

@ OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

OMBUDSMAN

KEPUTUSAN SEXRETARIS JEND! MEUDSIAN REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA ZONA INTEGRY
LINGKUNGAN SEKRET

Penetapan Wilayah Bebas Korupsi

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDFS
NowOR

MBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TIM PENILAL INTERNAL PEMEANO!

A INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
‘SEKRSTARIAT JENDERAL i

EKRETARI

Menimbang

a2 |

peksivent |
[y

“Tinak 13

Banner Wilayah Bebas Korupsi

Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2019

NO AREA PERUBAHAN ZI NILAI
1 Manajemen Perubahan 3.22
2 Penataan Tata Laksana 4.34
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 11.91
4 Penguatan Akuntabilitas 9.48
5 Penguatan Pengawasan 11.78
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 8.07
TOTAL 48.79
NO. INDIKATOR HASIL NILAI
. Pemerintah yang Bersih dan Bebas 14.25
KKN
1. Kualitas Pelayanan Publik 15.00
TOTAL 29.25
Inspektorat Ombudsman RI, sebagai
unit kerja miniatur reformasi birokrasi
memperkirakan total nilai evaluasi
Zona Integritas sebesar 78,04

Nilai Hasil Zona Integritas
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@ PENINGKATAN KAPASITAS TIM ASESSOR DAN PEMAHAMAN
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

=
< i;l

Benchmarking ke Lembaga Administrasi Negara T =
Sosialisasi PMPRB 2.5 dengan Narasumber dari KemenPANRB
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